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ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyze the consideration of
judges in dropping the verdict on the transportation of illegal imported goods;
knowing and analyzing the correlation of judges' decisions with Article 102 letter
a of Law No. 17 of 2006 on The Truth, and knowing and analyzing the obstacles
faced by judges in providing the maximum punishment in accordance with Article
102 letter a of Law No. 17 of 2006 on The Truth.

Article 102B jo Article 102 of the Customs Law shall be regulated
concerning any person who unlawfully conceals imported goods or transports
imported goods from temporary hoardings or bonded hoards that do not reach the
destination customs office and cannot prove that it is beyond his ability, then is
convicted of smuggling in the import field with imprisonment and criminal fines.

The type of research used in the writing of this law is normative juridical
research equipped with interviews with judges. This research aims to provide a
clear and complete picture by collecting, compiling and analyzing data obtained to
solve problems related to the case of unlawful goods entering Indonesia without
being equipped with valid documents, by defendant Zulkarnain Bin Samsudin
(Alm). The basis used by the judge in deciding the case of smuggling crimes is the
juridical aspect of the judge using the provisions contained in article 102 of Law
No. 17 of 2006 amendment to Law No. 10 of 2006 on Customs and the provision
of aspects that relieve and education of the defendants.

The results showed that criminalization for smuggling crimes should use
a relative theory teaches that criminal prosecution and its implementation should
at least be oriented towards efforts to prevent convicts from possibly repeating
crimes again in the future, as well as preventing the general public from the
possibility of committing crimes such as crimes that have been committed by
convicts and others.
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PENDAHULUAN

Pembangunan bidang ekonomi Indonesia diarahkan kepada terwujudnya
kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Hal ini sejalan dengan amanat dan
cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.Adapun pembangunan
di bidang ekonomi adalah perdagangan ekspor-impor. Dalam Pasal 1 angka 13
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (selanjutnya akan disebut
Undang-undang Kepabeanan), menyatakan bahwa impor adalah Kkegiatan
memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kegiatan impor sebenarnya tidak
menambahkan pendapatan negara dalam sektor devisa negara. Meskipun impor
tidak menambah pendapatan negara, namun terdapat manfaat dari kegiatan impor
itu sendiri, seperti adanya bahan baku dan adanya barang dan jasa yang tidak bisa
dihasilkan sendiri.

Indonesia sebagai negara hukum. Namun pada perkembangannya
terdapat prinsip-prinsip negara hukum yang pengaruhi oleh kedaulatan rakyat,
sehingga antara prinsip negara hukum dengan paham kedaulatan rakyat berjalan
secara larinya devisa ke luar negeri. Misalnya barang-barang yang berbahaya
untuk masyarakat. Salah satu metode melarang impor adalah cukup dengan
menutup pintu pelabuhan. Namun yang sering dipakai adalah membatasi jumlah
barang yang boleh diimpor. Larangan impor dilakukan untuk menghemat devisa.

Pasal 102B jo Pasal 102 Undang-undang Kepabeanan diatur tentang setiap
orang yang menyembunyikan barang impor secara melawan hukum atau

mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat
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penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat
membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, maka dipidana karena
melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat
1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengangkutan barang import
ilegal mengetahui dan menganalisis korelasi keputusan hakim dan mengetahui
dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memberikan hukuman
maksimal sesuai Pasal 102 huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang

Kepabenaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah
penelitian yuridis normatif dilengkapi dengan dilengkapi dengan wawancara
terhadap hakim. Penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran yang
jelas dan lengkap dengan jalan mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data
yang diperolen guna memecahkan masalah yang terkait perkara perbuatan
melawan hukum memasukkan barang ke Indonesia tanpa dilengkapi dengan

dokumen yang sah, oleh terdakwa Zulkarnain Bin Samsudin (Alm). Penelitian ini
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mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-
doktrinal yang kualitatif, merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian
yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang
manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya (Soetandyo, 2015: 1 dan 3).

Data dan sumber data yang diprgunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer vyaitu bahan-bahan ilmu hukum yang
berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan
hukum primer terdiri dari:

1) Kitab Hukum Undang-Undang Pidana

2) Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabenaan

3) Putusan Pengadilan Tanjung Karimun No. 175/ Pid.Sus/
2016/PnTbk.

4)  Yurisprudensi

b. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil wawancara dengan
pihak-pihak terkaitdan dukungan buku-buku tentang hukum, buku-
buku yang Dberkaitan dengan pokok masalah dan peraturan
perundang-undangan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia,
2) Kamus Hukum,
3) Bahan-bahan tertulis lain yang relevan, berupa kamus dan

ensiklopedia.
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Data Primer yaitu : melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan
Negeri Tanjung Balai Karimun. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan
yang dimulai dengan pengumpulan data. Data yang telah terkumpul dan telah
diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang
dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam
penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif.
Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-
tahapan sebagai berikut: pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam
tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh
tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti.
Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan
tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual. Bertolak dari hasil
analisis domain tersebut di atas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk
memfokuskan penelitian pada domain tetentu yang berguna dalam upaya
mendiskripsikan ataumenjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula
penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing
domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang
berkesamaan disuatu domain.Dari domain dan kategori-kategori yang telah
diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan
hubungan internal yang telah di fahami melalui analisis taksonomis, maka dalam
analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan

mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan
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hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan
perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka
akan diperoleh pengertian yang komprehensip, rinci, dan mendalam mengenai
masalah yang diteliti (Soetandyo, 2015: 74-76).

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan
pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan
keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu : pertama, dengan
menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan
dengan jalan : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara: (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum
dengan apa yang dikatakan secara pribadi: (¢) membandingkan keadaan dan
perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya: (d)
membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan: Kedua,
pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik (Soetandyo, 2015: 79 dan
99).Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya
akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke
dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di
sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan
beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak,

teori.

132



DINAMIKA HUKUM Volume 12, No.1, Feb 2021

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan

sebagai berikut:

a.

Dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana
penyelundupan yaitu aspek yuridis hakim menggunakan ketentuan yang
terdapat dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Kepabeanan serta memertimbnangkan aspek yang meringankan dan
pendidikan para terdakwa.. Aspek filosofis yaitu dengan memperhatikan
cara yang dilakukan untuk menyelundupkan maka dikenakan dalam
Undang-undang Kepabeanan. Aspek sosiologi yaitu dengan meliat
kebiasaan atau tata nilai yang ada di masyarakat.

Dalam penjatuhan pemidanaan bagi tindak pidana penyelundupan
seharusnya menggunakan teori relatif mengajarkan bahwa penjatuhan
pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya
pencegahan terpidana (special prefention) dari kemungkinan mengulangi
kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada
umumnya (general prevention) dari kemungkinaan melakukan kejahatan
baik seperti kejahatan yang telah dilakukakan terpidana maupun lainnya.
Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai
tiga macam sifat yaitu Bersifat menakut-nakuti (afscbrikking), bersifat
memperbaiki  (verbetering/reclasering),  bersifat  membinasakan

(onscbadelijk maken). Hal yang perlu dilakukan dalam menanggulangi
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tindak pidana penyelundupan vyaitu salah satunya dengan cara
pencegahan. Dalam teori relaitif ini dikenal sifat pencegahan bersifat
umum. Yang dimaksud teori pencegahan umum yaitu pidana yang
dijatuhkan kepada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi
takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan
contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan
perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. salah satu cara yang dapat
dilakukan antara lain dengan cara memberikan pidana yang sebanding
dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu dengan tidak menjatuhkan sanksi
pidana penjara dan pidana denda yang minimum terhadap pelakunya.

c. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku impor bawang merah terdapat
tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai bagian dari
sistem hukum, efektif tidak penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-
faktor yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum dan kebiasaan
masyarakat ketiga hal tersebut yang menjadi kendala dalam penegakan
hukum terhadap pelaku penyelundupan sehingga tidak memberikan efek

jera.

SARAN
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka saran penulis
adalah sebagai berikut:
a. Bahwa seharusnya dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadapat

tindak pidana penyelundupan hakim selain mempertimbangkan peraturan
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perundang-undangan yang dilanggar, namun hakim juga harus
memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti hal-hal yang memberatkan
dalam putusan tersebut, seberapa sering pelaku melakukan tidak pidana
penyelundupan dan apakah pelaku berperan hanya sebagai pengantar
barang selundupan atau pelaku juga merupakan pedagang yang menjual
secara langsung terhadap konsumen.

b. Bahwa seharusnya penjatuhann sanksi pidana terhadap penyelundupan
impor bawang merah segar harus diperberat, karena melihat cara yang
dilakukan penyelundupan ini dilakukan secara terencana selain itu
dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya penyelundupan
tersebut, yang mana dampak negatif penyelundupan impor bawang
merah segar masuk kebeberapa aspek, antara lain aspek pendapatan
negara, aspek perkembangan industri dalam negeri, aspek kesejahteraan
masyarakat, bahkan sampai pada aspek kesehatan masyarakat. Sehingga
diharapkan dengan pemberian sanski pidana yang lebih berat akan dapat
mengurangi tindak pidana penyelundupan dan peredaran bawang merah
tersebut dapat berkurang.

c. Sanksi yang menimbulkan efek jera (sebaiknya majelis hakim yang
memeriksa dan mengadili, menerapkan sanksi batas maksimal) serta
mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan pemerintah
atau peraturan Menteri yang terkait. Dalam pemidanaan pengadilan dapat
menggunakan hukuman kumulasi dimana apabila seseorang melakukan

beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam
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dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana
yang diancamkan terhadap tiap-tiap delik yang dilakukan oleh orang itu

semuanya dijatuhkan.
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